
1 

 

PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN 

 

NOMOR 08 TAHUN  2010 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 02 TAHUN 

2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi kejelasan bagi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dalam penyusunan anggaran terkait dengan pelaksanaan program 

dan kegiatan masing-masing maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 

02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu 

disempurnakan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan          

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran            

Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004  tentang 

Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara            

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang  

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara     

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran         

Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun        

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan        

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan           

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah         

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor           

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982         

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II          

Pasuruan  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1982 Nomor        

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000       

tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran      

Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4027); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000      

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,      

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004        

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik        

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan  Lembaran Negara          

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa        

kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia        

Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun         

2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);  

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005       

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran      

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan           

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4502); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005         

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara            

Republik Indonesia Nomor  4503); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005              

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4574); 
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005         

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik       

Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005              

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara         

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran        

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005         

tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik        

Indonesia Nomor 4577); 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005          

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran         

Negara Nomor 4578); 
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20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005        

tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan          

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun    

2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4609); 

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007       

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,    

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007      

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara     

Republik Indonesia Nomor 4741); 

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun      

2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 4812); 

25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan   

Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007; 

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang    

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah   

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2005 tentang       

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 

2006 - 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Tanggal 2 

Januari, Nomor 05, Seri E); 

29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 

Tahun 2007 Nomor 01, Seri E); 

30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 

2008 Nomor 05); 

31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2008 tentang  
Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan           

Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota  

Pasuruan Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor  

03); 

32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang  

Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 

Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04); 

33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang    

Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05); 

34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang  

Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah     

Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 06); 

35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07). 
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Dengan Persetujuan Bersama, 

 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN 

 

Dan 

 

WALIKOTA PASURUAN 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 02 TAHUN      

2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH. 

 

 

Pasal 1 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diubah sebagai 

berikut : 

 

1. Bab VI Pelaksanaan APBD, Bagian Kedua diberi judul Penyusunan 

Anggaran dan diubah sebagai berikut : 

a. Bagian Kedua Penyusunan Anggaran dibagi menjadi 2 (dua) Paragraf 

yaitu Paragraf 1 Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah dan Paragraf 2 Anggaran Kas yang merupakan 

paragraf baru dan berisi 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 53 dan Pasal 54; 

b. Bagian Kedua Penyusunan Anggaran secara keseluruhan berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Bagian Kedua 

Penyusunan Anggaran 

 

Paragraf 1 

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

 

Pasal 51 

 

(1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, 

memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan 
menyampaikan rancangan DPA-SKPD. 

(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci 

sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran    

yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana  

penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang 

diperkirakan. 

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah 

disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan. 

 

Pasal 52 

 

(1) Tim anggaran Pemerintah Kota melakukan verifikasi rancangan DPA-

SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan. 

(2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada   

ayat (1) diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak 

ditetapkannya peraturan daerah tentang penjabaran APBD. 
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(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  

PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan 

sekretaris daerah. 

(4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan, kepada satuan kerja 

pengawasan daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 

sejak tanggal disahkan. 

(5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai 

pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna 

anggaran/barang. 

 

Paragraf 2 

Anggaran Kas 

 

Pasal 53 

 

(1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun    

rancangan anggaran kas SKPD. 

(2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan       

rancangan DPA-SKPD. 

(3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan 

dengan pembahasan DPA-SKPD. 

 

Pasal 54 

 

(1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna 

mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-

pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum 

dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. 

(2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (10 memuat perkiraan 

arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus    

kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan       

dalam setiap periode. 

(3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan 

dalam peraturan kepala daerah. 

 

2. Urutan pasal-pasal berikutnya menyesuaikan dengan perubahan. 

 

 

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan. 

 

 

Ditetapkan di  : Pasuruan 

pada tanggal  : 01 Mei 2010 

 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Ttd, 
 

AMINUROKHMAN 
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Diundangkan di Pasuruan  

pada tanggal 12 Oktober 2010 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN  

 

Ttd, 

 

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM. 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19600528 198403 1 005 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010 

NOMOR 14 

 

 

 

 

 

 

 

 


